Tugas Pokok dan Fungsi

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Dukcapil diatur dalam Peraturan
Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah

Didalam peraturan tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan
dekonsentrasi di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai dengan
kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-

undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program dan anggaran;

b. pengelolaan keuangan;

c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang
milik negara;

d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran
kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi
kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data
dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi
kependudukan;

e. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran
kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi
kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data
dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi
kependudukan;

f. pelaksanaan pembinaan umum, koordinasi dan sosialisasi di bidang
pendaftaran kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan informasi

administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan,



pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan
administrasi kependudukan;

penyajian data kependudukan berskala provinsi berasal dari data
kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh
kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam
negeri;

pemberian bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan
pendaftaran kependudukan, pencatatan sipil, pengelolaan informasi
administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan,
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan
administrasi kependudukan di kabupaten/kota;

pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan atas penyelenggaraan
bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil di kabupaten/kota;
pelaksanaan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
pelaksanaan fungsi lain dan tugas perbantuan yang diberikan oleh
Gubernur di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai peraturan

perundang-undangan.



